BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan

Pemanfaatan tanah kas desa oleh warga masyarakat di Kabupaten
Bantul belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan
ada tanah kas desa di Kalurahan Sitimulyo melanggar Pasal 59 huruf c
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 yang
menyebutkan bahwa setiap pengguna Tanah Desa dilarang menggunakan
Tanah Desa sebagal rumah tempat tinggal. Hal ini disebabkan karena
masyarakat sudah membangun dan menempati tanah kas desa tersebut sebagai
tempat tinggal sebelum keluarnya peraturan yang mengatur tentang
penggunaan tanah kas desa. Sehingga pemerintah Kalurahan Sitimulyo tidak
bisa berbuat banyak untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut
dikarenakan kurangnya sumber daya yang diterima. Sedangkan pemanfaatan
tanah kas desa yang berada di Kalurahan Baturetno sudah sesuai dengan
tujuan pemanfaatan Tanah Desa pada Pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 yang dimana semua tujuan
tersebut dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Baturetno.

Kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat sampai saat ini sudah
dapat diatasi dengan cara pemerintah desa yang selalu memberikan perhatian
kepada warga masyarakat yang mengelola tanah kas desa. Pemerintah desa

juga melakukan kerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bantul

63



sehingga kendala yang dialami oleh warga masyarakat yang memanfaatkan

tanah kas desa di bidang pertanian dapat diatasi dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran yang dapat

diberikan sebagai berikut :

1. Kepada Lurah Baturetno untuk dapat terus melakukan inovasi-
inovasi terkait pemanfaatan tanah kas desa yang dikelola oleh warga
masyarakat sehingga warga masyarakat yang ingin memanfaatkan
tanah kas desa terus bertambah.

2. Kepada Lurah Sitimulyo untuk dapat memberikan sanksi dan solusi
terkait permasalahan pemanfaatan tanah kas desa yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepada aparat-aparat desa untuk lebih meningkatkan kegiatan
pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa
secara aktif guna mengurangi penyimpangan pemanfaatan tanah kas

desa.
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